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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ProseBelaksanaan Anggaran dan
Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Progéatbupaten Buton Tengah, serta
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2003 tentang KgararNegara dan Undang-Undang
Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Metoaelifen yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif Jenis data yang digunakan ladadata kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses anggaran damathklitas badan pengelola keuangan
dan aset kabupaten Buton tengah berkinerja baiasedengan Peraturan Menteri. Pada
tahun 2003, sektor keuangan mulai di reformasiandihi dengan pengenalan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NedmmaUndang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terk&Rar terlambat menghadirkan bukti
transaksi berupa surat pertanggungjawaban (SPdk upeéngeluaran pengeluaran yang
dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran hanya dptases melaksanakan kegiatan,
keterlambatan pengiriman SPJ ke satu kegiatan akemgakibatkan keterlambatan
penggantian uang persediaan yang mengakibatkamlakeb@atan pencairan dana untuk
pembiayaan kegiatan lainnya

KataKunci : Prosedur, Anggaran Belanja, pertanggungjawaban

ABSTRACT

This thesis aims to determine the Budget Implerntient®rocedure and Accountability in the
Regional Financial and Asset Management Agencyeoitr@l Buton Regency in accordance
with ministerial regulation Number 17 of 2003 corrgrg State finances and Law number 1
of 2004 concerning treasury. The research methed isdescriptive qualitative. The type of
data used is qualitative and quantitative data. Tesults of the study showed that the
procedures for implementing the budget and accdilitha of the financial management
body and the assets of the Central Buton distrad been going well according to the
Ministerial Regulation in 2003, starting to carnubreforms in the financial sector marked
by the enactment of Law Number 17 of 2003 concgr@tate Finance and the Law Law No.
1/2004 concerning the treasury, only in the prooafssarrying out activities, sometimes the
PPTK is late in submitting proof of transactiontire form of a letter of accountability (SPJ)
for expenditure spent on the expenditure treasuber,delay in the submission of the SPJ to
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an activity will result in a delay in the replacemtef inventory money resulting in delays in
disbursing funds to finance other activities

Keywords: Procedure, Budget and accountability

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD ialah sisi dalam rangkaian APBMNrupekan hal utama agar bisa
diketahui kinerja APBN ialah menilai penyerapan gargn di dalam melaksanakan
anggaran. Besarnya plafon anggaran yang bisa dikaju dalam menggambarkan
kegunaan-kegunaan pemerintah seperti membantu hnyhuperekonomian, penyaluran
makin menyeluruh, serta stabilnya ekonomi makikaetrol. Menilik wajibnya penyerapan

anggaran terhadap pergerakan ekonomi negara, bkarnubermacam proses agar bisa
menggerakan cepatnya penyerapan anggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pemddmamdphara Umum Negara
yang tugasnya terhadap promosi percepatan prosesip@an anggaran di Kementerian
Negara terhadap pencapaian tujuan kegiatan sertarrgan yang jadi kewajiban. Sebagai
pengenalan pertama, penerimaan anggaran yang rerefaimjukkan masalah baik teknologi
maupun regulasi. Ini adalah dasar untuk kebutuhdnkumelacak dan menilai penyerapan
anggaran sehingga masalah dapat dipahami dan, gaatlayang sama, rekomendasi dapat
dibuat untuk menyelesaikan tantangan apa pun yiuaglalpi.

Perubahan yang terjadi pada transformasi saaalamdstruktur politik, sosial, sosial
dan ekonomi telah menyebabkan tuntutan beragammadajemen pemerintah. Pemerintah
terus berupaya memperkuat akuntabilitas dan traaspiapengelolaan keuangan negara baik
di pemerintah pusat maupun daerah untuk mencagakédola pemerintahan yang baik dan
bersih. Pemerintah daerah menyelenggarakan berbpgagram dan acara yang
diselenggarakan, diberlakukan, dan dikelola untepektingan masyarakat oleh seluruh
elemen pemerintah. Sebagai hasil desentralis&sil fisemerintah daerah diberikan kekuatan
dan tugas untuk menggunakan dana, baik dari petakripusat maupun dari dana yang
berasal dari pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Keppres tersebut, berkas pengajuagareng yang disiapkan dari
Pemakai anggaran/DiPA Kuasa Pemakai Anggaran #mmperdasar secara spesifik
anggaran pemerintah pusat. Setelah menerima edifiklenteri, DIPA berperan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran tersebut. Pemerinta merdeformasi sektor keuangan pada
tahun 2003, diawali terhadap berlakunya UU. Keuangagara No. 17 Periode 2003 serta
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UU. Perbendaharaan Negara No. 1 Periode 2004, dedijarapkan sistem pengaturan
finansial negara bisa lebih efektif serta efisiean dtercapainya transparansi dalam
pengelolaan keuangan. Undang- Undang tentang Kanaweggeri, di mana ada penegasan di
bidang pengelolaan keuangan jika kekuasaan buagjetea keuangan negara ialah bagian
dari kekuasaan pemerintah serta kalau kekuasaam@nebuat mengelola keuangan negeri
sebagian diserahkan kepada wakil presiden negé&ah Gubernur/ Bupati/ Walikota, selaku
kepala pemerintahan wilayah, buat mengelola penadram daerahnya sendiri.

Menurut UU. Nomor. 32 Thn. 2004 mengenai Penyejargan Wilayah serta UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuangaatRerta Wilayah, pengelolaan
yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemaferiwilayah diawali dengan
pemberlakuan otonomi wilayah yang bertepatan pad#ariuari 2001, kala pemerintah
wilayah diberikan kebebasan serta wewenang olehepetah pusat buat mengatur serta
mengelola rumah tangganya sendiri, Pengenalan wiiowdayah dengan demikian jadi titik
dini untuk pemerintah wilayah untuk mulai fokus pgoses pembangunan wilayah.

Pengenalan otonomi wilayah bermanfaat buat meaikgk efisiensi serta daya guna
penerapan serta pembangunan, yang umumnya ditdedgan pembangunan yang diiringi
dengan dedikasi kepada warga. Dalam pengelolaaangan, administrasi tiap- tiap satuan
tugas fitur wilayah( SKPD) efisien dipegang olehtusdendahara kwitansi serta satu
bendahara pengeluaran dan dibantu oleh sebags&arabendahara yang bertanggung jawab
menerima serta membelanjakan SKPD.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh sebgteitulis bermaksud meneliti tentang
“Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Dan Penagggvaban Pada BPKAD (Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pada Kab. Btogah.”

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Prosedur

Ida Nuraida mengatakan bahwa (2008:35), “Prosedatah urutan langkah-langkah
(atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimarkerjgan tersebut dilakukan,
berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimandakukannya, bilamana

melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yatekokannya.”
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2.2. Pengertian Anggar an dan Pelaksanaan Anggar an
Menurut Suharsimi (2010:1), “Anggaran yaitu suatencana yang disusun secara
sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusalyamg dinyatakan dalam unit kesatuan

moneter yang berlaku untuk jangka waktu periodem¢n yang akan datang”.

2.3. Tujuan Anggar an
Menurut Nafarin (2013:19), tujuan penyusunan armgeaadalah sebagai berikut,
antara lain:
Digunakan sebagai dasar hukum terstruktur dalargymepulan sumber dan aset dana.
Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicariiganakan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, merasiorsilsamber dan investasi dana.

o o T op

Strategi yang telah disusun sangat ideal karengaaag menjadi lebih sederhana dan
lebih konkret.

2.4. Manfaat Anggar an
Nafarin (2013:19) mengemukakan, anggaran mempurayaiak manfaat antara lain :
Semua operasi dapat diarahkan untuk mencapai tbgprmama.

Ini dapat digunakan sebagai alat untuk menentulkanfamat dan kelemahan pekerjaan.

a
b

c. Bisa mendorong kinerja serta memotivasi pegawai.

d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kuraihg. p
f.

Alat yang dapat digunakan semudah mungkin, sepeisionil, peralatan, dan dana.

2.5. Langkah-langkah M enyusun Anggar an

Nafarin (2013:9) menjelaskan, tahapan dalam pemarsuanggaran dipisahkan dalam

beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Penentuan Pedoman Anggaran
Anggaran yang dibuat pada tahun mendatang hasigpkan beberapa bulan sebelum
awal tahun depan. Dengan demikian anggaran yamgitkhn dapat digunakan pada awal
tahun anggaran.

b. Persiapan Anggaran
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Manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun parkipendapatan sebelum menyusun
anggaran penjualan. Dalam tahap perencanaan anggarhiasanya ada rapat di bagian
terkait saja.
c. Tahap Penentuan Anggaran
Semua manajer dan direktur mengadakan pertemutantalaap ini, termasuk:
1. Negosiasi untuk mengubah rencana akhir setiap knerpanggaran.
2. Mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan dan rmehdtomponen anggaran
3. Pengesahan serta penyaluran anggaran
d. Pelaksanaan Anggaran
Setiap manajer menghasilkan laporan realisasi aaggdemi pengawasan. Laporan

realisasi anggaran dikirim ke direksi setelah itin

2.6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bagian penting dari proses perencanaan pemerigatah adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), karena menentukan jgkarserta perolehan dan pertumbuhan
dimana berpengaruh luas kepada pembangunan kateasabut. APBD merupakan perencanaan
finansial tahunan pemerintah wilayah yang secarbekkb di setujui serta dibahas oleh

pemerintah wilayah dan DPRD, serta ditentukan tlah&etentuan wilayah.

2.7. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran adalah Tahap dimana sumberddpnakan untuk melaksanakan
kebijakan anggaran. (Saiful Rahman Yuniarto:30).

Pemerintah Pusat menyusun Anggaran Pendapatan elanj& Nasional (APBN) di
Indonesia dalam menjalankan tugas pemerintah. RPetadepusat adalah Presiden Republik
Indonesia, yang, sebagaimana dimaksud dalam Undadgng Dasar Indonesia 1945,
mempertahankan kendali Pemerintah Negara KesatepulRk Indonesia sebagai stabil.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah negara bagian yang disetujui oleh DPdR giklus satu tahunan dalam APBD.
Tahun anggaran di Indonesia sebelum tahun 200Gfad#ri April hingga Maret tahun
berikutnya. Namun, dari anggaran tahun 2000 Indandari Januari hingga Desember tahun
itu, dengan pengecualian tahun 2000 sebagai tralasisApril ke Desember 2000.

2.8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
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Pertanggungjawaban anggaran merupakan bagiapetagelolaan keuangan daerah.
Akuntabilitas pelaksanaan anggaran, selain mebggian dari proses anggaran, oleh karena
itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari perigeh keuangan daerah.
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terselbukarena itu merupakan bentuk tugas
dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangarallagengan tertib, untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan, secara efektif,|fiskdektif dan transparan, dengan rasa
keadilan dan kepatuhan. Selain mengatur Sistem Widtrasi Keuangan Daerah, pemerintah
wilayah membuat Sistemaccounting pemerintah wilayah yang sesuai dengan prinsip
accounting pemerintah untuk memperhitungkan anggaran. Sist&mmtansi pemerintah
daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dasm@ang mengacu pada peraturan

pengelolaan keuangan daerah setempat.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam analisis ini adalah Laporan Keuarigmmkab Buton Tengah tentang
Anggaran Pendapatan belanja pada Badan Pengeld®{laaangan dan Aset Daerah
(BPKAD). Adapun yang menjadi Sampel dalam penalitiai adalah Laporan Keuangan
Anggaran Belanja Tahun 2019 pada BPKAD (Badan Helag€euangan dan Aset Daerah).

3.2. Jenisdan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian inlaadgnis data kuantitatif dan

kualitatif, dengan menggunakan dua jenis sumbex piatner dan data sekunder

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer meggunakan metode obgewawancara, dan studi
pustaka. Untuk menunjang pembahasan penelitian rdaekerlukan data sekunder. Data
sekunder pada penelitian ini berasal dari studigkasmaupun sumber lain yang relevan

dengan topik penelitian.

3.4. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan ialah Analisis dgsKrkualitatif yang menggunakan

metode analisis dengan merinci secara luas tata palaksanaan anggaran belanja Badan
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dagae membandingkan teori-teori

yang relevan dengan pelaksanaan anggara

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Kab. Buton Tengah
Berikut kajian pelaksanaan anggaran pendapatamjhetlaerah dana alokasi khusus
(APBD DAK) . Buton Tengah 2019

Tabel 4.1.
Laporan realisasi anggaran pendapatan belanjardBarsa Alokasi Khusus (DAK)
Fisik 2019
REALISAS
PAGU DIPA PENYALURAN
JENIS | BIDANG PER 31 DES
PER BIDANG (RP)
2019
TAHAP 1 TAHAPII SISA LRPK
(Rp) (Rp)
(25%) (45%) (TAHAPII1)
211 Pendidikan 9.901.500.000 4.455.675.000 2.625.966.000
2.475.375.000 9.537.424.690
212  Kesehatan
10.083.027.000|  2.520.756.750 4.537.362.150  1.904.711.318
dan KB 8.884.312.718
Kesehatan
1.846.209.594
campuran 1.846.209.594 - -
_ 1.846.209.594
sekaligus
213 Air Minum 895.359.400 895.359.400 - -
895.359.400
214 Sanitasi 1.233.940.00( 308.489.25D 555.280.650  370.170.100 1.233.940.000
REGULER | 218 Pertanian 1.327.597.000 331.899.250 865.954.028  398.279.100
1.327.547.000
219 Kelautan dal
_ 1.932.645.000 483.161.250 869.690.250 568.898.925
Perikanan 1.917.770.600
220 Pariwisata 3.618.341.00 904.585.250 1.6284863 1.041.271.906
3.574.110.606
221 Jalan 16.239.206.000  4.059.801.500 7.307.682.7| 4.835.889.800 | 16.203.334.000
PENUGAS 992.578.980
AN 234 Pasar 4.678.795.00 1.169.698.750 2.105.457.750 4.262.210.280

Volume 2 Nomor 2 — Desember 2020

Page 7




Entries: Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas EkononivButon
ISSN (online)2747-2779

JUMLAH

51.770.825.594 | 49.789.882.723 22.056.780.600 14.583.975.723 49.682.218.888

(Sumber. Data diolah, Laporan realisasi anggaran pendagalanja daerah Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik 2019)

Dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan danjébelaerah Dana Alokasi Fisik
(DAK) di atas itu dimana anggaran APBD PER BIDANi&kiukan dalam 3 (tiga)
tahap hingga periode 31 Desember 2019, yaitu:

1.

Tahap | (satu) dialokasikan sebanyak (dua pulul jr@rsen) 25% dari jumlah anggaran
pagu yang di transfer ke rekening anggaran pendapaelanja daerah Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik ke rekening pemerintah daera&dén pengelola keuangan dan aset
daerah) kab. Buton Tengah. Dimana dana Pagu tdrdetmeluruhan berjumlah Rp
51.770.825.594, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 2.475.375.000 dari segi bidang pendidikan.

- RP1.904.711.318ari segi bidang Kesehatan dan KB (Keluarga Bergjca

- Rp 895.359.400 dari segi bidang Air Minum

- Rp 308.489.250 dari segi bidang Sanitasi

- Rp 331.899.250 dari segi bidang Pertanian

- Rp 483.161.250 dari segi bidang kelautan dan peaika

- Rp 904.585.250 dari segi bidang pariwisata

- Rp 4.059.801.500 dari segi bidang jalan

- Rp 1.169.698.750 dari segi bidang pasar

. Tahap selanjutnya yaitu tahap Il dialokasikan umafah 45% (dua puluh lima persen)

berasal dari jumlah anggaran pagu yang di transéerekening anggaran pendapatan
belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik &keming pemerintah daerah (badan
pengelola keuangan dan aset daerah) kab. Butonaliemmana dana Pagu tersebut
keseluruhan berjumlah Rp 51.770.825.594, dengararirsebagai berikut :

- Rp 4.455.675.000 dari segi bidang pendidikan.

- RP 4.537.362.150 dari segi bidang Kesehatan da(Ki€RBiarga Berencana)

- Rp 555.280.650 dari segi bidang Sanitasi

- Rp 865.954.023 dari segi bidang Pertanian

- Rp 869.690.250 dari segi bidang kelautan dan pesika

- Rp 1.628.253.450 dari segi bidang pariwisata

- Rp 7.307.642.700 dari segi bidang jalan
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- Rp 2.105.457.750 dari segi bidang pasar

anggaran kontrak dikurangi tahap | dan tahaprbde rincian sebagai berikut :

- Rp2.625.966.00@ari segi bidang pendidikan

- RP 4.537.362.150 dari segi bidang Kesehatan da(Ki€Riarga Berencana)
- Rp 1.846.209.59dari segi bidang Kesehatan dan campuran sekaligus

- Rp370.170.10@ari segi bidang Sanitasi

- Rp398.279.100dari segi bidang Pertanian
- Rp 568.898.925 dari segi bidang kelautan dan peaika
- Rp1.041.271.90@lari segi bidang pariwisata
- Rp 4.835.889.80@ari segi bidang jalan

- Rp992.578.98Mari segi bidang pasar

. Tahap lll (sisa LRKP), dimana pada tahap ini mekapahasil pengurangan dari jumlah

4.2. Laporan realisas anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik Kab. Buton Tengah

Tabel 4.4.2.
Laporan realisasi anggaran pendapatan belanjaldBarga Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik 2019
PAGU DIPA TRANSFER
BIDANG PER PENYALURAN TRANSFER PUSAT
BIDANG DISALURKAN
TA 2019
TRIWULANT | TRIWULAN I | TRIWULAN | TRIWULAN IV
(Rp) Il (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp)

TPG 23.396.627.000 7.018.988.000  5.849.157.000.8495157.000] 3.622.119.120 22.339.421.120
TKG 1.128582.000]  338.575.00D 282.145.0p0 282.145.000  225.717.000 1.628.582.000
TPH 354.000.00 | 106.200.00 81.712.50 187.912.50
BOP PAUD 2.051.400.004 1.025.700.000 1.7026.000 2.051.400.00p
BOP PK 1.375.400.004 687.700.000 “B80.000 1.375.400.00p
BOK 14.126.686.000 7.063.343.000 7.063343. 14.126.686.00(
BOKB 2.126.712.000 822.019.58]1 1.068.880 1.885.375.58]
PARIWISATA | 521.736.000 260.868.00D 260.868.000 521.736.040
ADMINDUK 879.886.000 879.635.648 879.635.646

JUMLAH | 45.961.029.000 | 7.463.763.000 | 16.952.280.727 | 6.131.302.000 | 13.948.803.120 44.996.148.847
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(Sumber. Data diolah, Laporan realisasi anggaran pendagaglanja daerah dana alokasi khusus
(DAK) Non Fisik 2019)

Berdasarkan data laporan anggaran pendapatarjebderah Dana Alokasi Khusus

(DAK) non fisik pada BPKAD (Badan Pengelola Keuamgian Aset Daerah) Kab. Buton
Tengah diatas terlihat penyaluran anggaran padamgiagsing-masing bidang di anggarkan
sebanyak 4 (Empat) Triwulan yakni pada Triwularll,lll, dan IV. Dimana terdapat 9
(Sembilan) bidang yang terdiri dari bidang TPG, TKK®H, BOP PAUD, BOP PK, BOK,
BOKB, Pariwisata, dan Adminduk yang keseluruhan gangnnya berjumlah Rp
45.961.029.000 , dengan rincian pengeluaran :

- Triwulan | Rp 7.463.763.000

- Triwulan Il Rp 16.952.280.727

- Triwulan 11l Rp 6.131.302.000

- Triwulan IV Rp 13.948.803.120

4.3. Pelaksanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Pada setiap awal tahun anggaran, guna dana kegidgatan yang mana, tiap OPD
meminta anggaran yang inginkan serta mengenyallarddtam DPA (Dokumen Pagu
Anggaran). Sesudah anggara liguid (cair) digunakan sebagai kebutuhan kantor, jadi
Kepala Badan selaku PA (Pemakai Anggaran) pada meate keuangan Kepala Wilayah
sebagai Kuasa Pengela@laecountingDaerah (PPKD), harus mempertanggungjawabkan.

Dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemgatuyang disetujui dari pengguna
Anggaran dibuat oleh bendahara. Akuntabilitas dikak setiap tahun oleh masing-masing
bendahara dalam bentuk laporan keuangan kota. &apauangan adalah laporan resmi
mengenai kondisi keuangan dan transaksi yang ditakwleh lembaga pelapor sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20Q%oréa finansial terdiri atas empat,
laporan finansial 3 bulan (triwulanan), diantaranigporan finansial bulanan, laporan
finansial 1 periode, serta laporan finansial 6 bataberdasar masa yang diakhiri untuk riset.

Laporan finansial per bulan ialah laporan yangsiisutiap bulan dari tiap kasir agar
bisa mempertanggung-jawabkamoneyyang diolah. Laporan finansial yang disusun dari
kasir tiap triwulan adalah pelaporan finansial td@nan. Meskipun pelaporan keuangan
untuk semester ialah laporan kasir, itu dikerjakap per semester. Laporan finansial per
tahun ialah pelaporan yang diperoleh per tahuratip kasir, serta laporan pertahun ini ialah

laporan keuangan perbulan, triwulanan dan 6 bularhadap hal ini, (PA) Pengguna
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Anggaran memberikan terhadap KPA beberapa kewenapgadalam rangka mengatur
upayanya, didukung dari Kasir dengan pengeluanabahan yang ada dari masing-masing
divisi agar bisa melakukan beberapa pekerjaan dasskBendahara Pengeluaran Badan.
Surat pertanggungjawaban (SPJ) meliputi SPJ aslirasi,
yakni pertanggungjawaban kasir pengeluaran penaiggaran, serta SPJ fungsional yang
ditujukan terhadap PPKD/BUD dimana ditujukan minimanggal 10 tiap bulan-nya.
Selanjutnya, sebagai syarat penerapan SPP Gantig U&U), terdapat laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara aiittekanjakan.
Laporan tersebut ialah Pelaporan Akuntabilitddoney Inventaris serta pelaporan
Pertanggungjawaban Uang Tambahan. Ke 2 pelaporaebtg dikumpulkan sebagaimana
disetujui SPJ untuk pemakaian dana serta uang teanbang ditetapkan didalam SPJ.
Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Thn. 2008 mendatsacara administrasi juga
proses Pelaporan Pertanggungjawaban Kasir sertyamgaiannya, berkas laporan
pertanggung-jawaban yang ditujukan meliputi:

Buku umu kas pengeluaran.

2. Ikhtisar (ringkasan) pengeluaran berdasadeaail objek diikuti bersama pengeluaran
valid berdasarkan rincian objek yang disediakaardaingkasan pengeluaran
berdasarkan detail objek.
sebagai wujud dari penyetoran PPN/PPh terhkkalmpegara.

Laporan akhir kas.

SPJ bendahara pengeluaran pembantu

Didalam definisi diatas, bersama kesadaran peragdan penerimaan anggaran/daya
pengguna anggaran, Buku Besar Umum (BKU) dituttipsdulan.
Pertama-tama untuk membangun transparansi pertagggaban sebelum membuat
pertanggungjawaban selesai. Apabila Bendahara Remge Pembantu yang berlokasi di
setiap daerah bertanggung jawab atas pertanggualggaw administratif. Kemudian
Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawdibbagsional setelah membuat
akuntabilitas administrasi baru. Tinjauan akunttsl administrasi serta Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), dimana berikutnya dilanjutkan kenik@a Pengelolaan Keuangan Daerah
(PPKD), adalah akuntabilitas fungsional.
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Dalam menciptakan akuntabilitas bulanan, BendahBengeluaran membuat
pengeluaran yang berikutnya digunakan untuk tamkdatabilitas. Berdasar temuan tanya-
jawab pembuat dengan sumber, produksi yaitu:

1. Realisasi Pelaporan Anggaran Pendapatan sedaj@&emester |; Pelaksanaan Laporan
Anggaran Pendapatan dan Belanja ini berupa Surtdriggungjawaban 1 (SPJ 1), Surat
Pertanggungjawaban 2 (SPJ 2) dan Surat Pertangguaiggn 3 (SPJ 3). Dimana BKU,
detail objek belanja, dan kombinasi belanja kesélan termasuk dalam setiap SPJ.

2. Surat Tanggung Jawab Fungsional ialah pertamggwaban yang disusun dari
Bendahara Pengeluaran atas permintaan Konsumenaramggagar bisa dilaporkan
terhadap PPKD untuk sarana keterbukaan serta diiitais pengelola keuangan wilayah.
Buku Besar (BKU) dan Laporan Realisasi Anggaran AJL.Rnasuk dalam Surat
Pertanggungjawaban Praktis.

44. PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan anggaran belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) pada BPKAD

(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daer ah) Kab. Buton Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5R/B®A2017 yang penulis telah
simpulkan bahwa Prosedur Pelaksanaan Dana Alokabusu§é (DAK) kepada

Kabupaten/Kota yaitu:

a. Langkah pertama adalah memutuskan kabupaten/kog s&ntas mendapatkan DAK
atas dasar indeks keuangan bersih daerah (IFMkathlian keuangan (IFN1),

b. Sebagai berikut, langkah kedua adalah. Jika adapkaén/kota yang tidak memenuhi
kriteria umum namun memenuhi salah satu kriteeigentu, yaitu otonomi khusus
(otsus) dan daerah yang dirampas sebagaimananfssikan dalam undang-undang,
seperti provinsi NAD dan provinsi Papua (untukutah2007, Papua Saja), daerah
secara otomatis berhak mendapatkan DAK.

c. Pada langkah ketiga, jika daerah tersebut bukamamuk provinsi NAD atau Provinsi
Papua, proses penetapan harus berdasarkan ktédeatu pada langkah kedua, yaitu
karakteristik daerah, seperti wilayah pesisir, daeyang berbatasan dengan negara
tetangga, daerah terpencil, daerah rawan banjitatzah longsor, daerah rawan pangan
dan pariwisata sejak 2007. Karakteristik daerahsetaut masuk dalam indeks
karakteristik daerah (IKW).
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d.

Tahap keempat menggabungkan ifn serta susunanitéderstrea agar memperoleh
susunan pajak serta IFW (regional) (setelah dikmiwsesuai arahan IKW)

Pada langkah kelima, jika nilai IFW kabupaten/kd&bih besar dari 1, maka
kabupaten/kota secara otomatis berhak menerima DOAkeskipun tidak berhak
menerima DAK berdasarkan kriteria umum kabupat®n)nana nilai IFW suatu daerah
kurang dari 1, daerah tersebut tidak memenuhi syatak menerima DAK.

Daerah yang berhak menerima DAK adalah, sesuaik#édmdeenam, daerah yang
memenuhi langkah pertama (IFN1), atau langkameelyaitu IFW>1.

Dengan mengalikan indeks fiskal dan regional (IFéhgan indeks biaya konstruksi
(IKK), langkah tujuh menghitung pembobotan daeBiD)(

Pada tahap delapan, dinas teknis menghitung ind&kss untuk setiap sektor yang akan
memperoleh DAK untuk seluruh kabupaten/kota.

Melalui penggalian indeks teknis oleh IKK, langk&hsembilan menghitung bobot
teknis (BT).

Berdasarkan hasil penggabungan BD dan BT, langiaihlish menentukan berat DAK.
Dalam Kementerian Luar Negeri kemudian menghituamlagh DAK untuk setiap
kabupaten/kota dalam proses kesebelas setelah mweipdak berat badan. Deskripsi:

Alur ini disusun sesuai dengan hasil kajian beleermgraturan terkait DAK

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasaa dedat ditarik kesimpulan bahwa

Tata cara pelaksanaan anggaran dan akuntabilifaaddin Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) dapat disimpulkan berdasarkan hzesilelitian ini. Buton Tengah dengan

cara berikut:

1.Tata Cara menjalankan Dana belanja terdiri atas:

a.

Pemerintah daerah menyusun Anggaran PendagatdBelanja

Daerah (APBD).

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan raamcg@egaturan pemerintah daerah
tentang penjabaran APBD dikeluarkan oleh pemeriptedat.

Pemerintah daerah meninjau dan memutuskan pergtearandang-undangan anggaran
daerah, maka anggaran tersebut harus disetujui DRRD DKI sebelum anggaran

ditangani dan diedarkan melalui Pelaksanaan DokuRancangan Satuan Tugas
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Perangkat Daerah (DPA-SKPD), yang selanjutnya tkp&r oleh tim anggaran
pemerintah daerah.
2. Adapun hambatan dalam tata cara pelaksanaan anggaralapatan belanja (APBD)
dalam DAK Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) DAKoN Fisik Badan PengelolaAn
Keuangan dan Aset Kabupaten Buton Tengabh:

a. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terkaddagbat bagi Dinas Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) untuk memberikan bukti transaksupe Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) atas pengeluaran yang dilakukan kepada Barad&engeluaran, keterlambatan
pengiriman SPJ ke satu kegiatan akan berujung ketgalambatan penggantian uang
inventaris, sehingga mengakibatkan keterlambatagipman SPJ ke satu kegiatan.

b. Terjadinya kesalahan pada saat penyusunan ramggenisalnya kesalahan kode
rekening, lokasi kegiatan atau standar harga t@iti(fSHT). Maka anggaran belanja
tersebut akan dibekukan sehingga tidak dapat nésacadana dan secara otomatis
kegiatan dinas pun tidak dapat dilaksanakan seesngurna.

c. Tidak memahami Peraturan Bupati (Perbup) yakeluhrkan sebagai standar belanja
daerah.

6. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan padaeba&bumnya, maka peneliti mencoba

untuk memberikan beberapa saran yang mungkin kigpuba:

1. PPTK harus mematuhi dan mematuhi jadwal progkane yang akan direncanakan
pada tahap pelaksanaan anggaran, serta denganjigeryarat Pertanggungjawaban
(SPJ) sebagai bukti transaksi alokasi dana alokasg akan diterapkan agar tidak
menghalangi pelaksanaan tugas lainnya.

2. Diperlukan kecermatan yang lebih baik lagi padat penyusunan anggaran agar
kesalahan kode rekening, lokasi kegiatan sertalatararga dapat diminimalisir.

3. Perlu dilakukan rotasi pengelola keuangan sewdna sehingga meminimalisir tingkat

penyimpangan.
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